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PERATURAN DAERAH PROVINS] DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang: a.  bahwa dengan berakunya Undang-U'ndang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Reltribusi Daerah, maka
Peraturan Daerah Momor 4 Tahun 2002 tentang Ketantuan
Umum Pajak Daerah sudah tidak sesuai lagi;

b. bahwa berdasarkan perimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah:

Mengingat : 1, Undang-Undang Momor 8 Tahun 1883 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomar 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomeor 3262} sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Momor 28 Tahun
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 2007
Nomor 85, Tambahan Lembaran Neaara Republik Indonesia
MNomor 4740);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Penagihan
Fajak Dengan Surat Pakea (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 1997 Momor 41, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2000 Momor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3987);
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran MNegara Republk Indonesia Tahun 2002
Momor 27, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
MNomor 41839);

Undang-Undang Momor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Megara (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2003
Momaor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4286);

Undang-Undang MNamor 1 Tahun 2004 lentang
Perbendaharaan MNegara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomer 5, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Momor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran MNegara Republik
Indenesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Hﬂgéra
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Momer 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan MNegara
(Lembaran Megara Republk Indonesia Tahun 2004 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomaor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Momor 125, Tambahan Lembaran Negara Hepublk Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang Undang MNomor 12 Tahun 2008 tentang
Feruvbahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomeor 59, Tambahan Lembaran Megara
Republk Indonesia Momor 4844);

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Momor 29 Tahun 2007 tentang Pemenntahan
Provinsi Daerah Khusus |bukola Jakarta sebagai lbukota
Megara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744),
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah
dan Retrnbusi Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2009 MNomor 130, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Momaor 5048);

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Uindang Mormor 8 Tahun 1983 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barany dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor S069);

Peraluran Pemerintah MNomor 46 Tahun 2000 tentang
Penelapan Besamya Nilai Jual Kena Pajak untuk
Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran MNegara
Republk Indonesia Tahun 2000 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Repubbk Indonesia Nomor 3977);

Peraturan Pemerintah Momor 111 Tahun 2000 tentang
Pengenaan Bea Perclehan Hak Alas Tanah dan Bangunan
Karena Wans dan Hibah Wasiat (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2000 MNomor 213, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Momor 4030);

Peraturan Pemenntah Nomor 112 Tabhun 2000 tentang
Fengenaan Bea Perolehan Hak /las Tanah dan Bangunan
Karena Pemberian Hak Pengelhaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 WNomor 214, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);

Peraluran Pemerintah MNomor 113 Tahun 2000 temlang
Penentuan Besarmya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tansh dan Bangunan
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4032),

Peraturan Pemerintan Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tala
Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Megara Republk Indonesia Tahun 2000
MNomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia
Momaor 4049);
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Feraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan dari
Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 MNomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Nomor 4050);

Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat
dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Mama Baik
Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lambaran Negara
Republk Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051).;

Peraturan Pemerintah Momor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Momor 140, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 457 8);

Peraturan Pemerintah Momor 78 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyalenggaraan
Femerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Momor 165, Tambahan Lembaran MNegara
Republk Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraluran Menteri Dalam Megern Momor 59
Tahun 2007,

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuvangan Daerah {(Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007
Momor 5);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAEYAT DAERAH
PROVINGI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
dan
GUSERNUR PROVINSI DAERAH KHUSLUS IBUKDTA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN UMUM PAJAK
DAERAH
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Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

10.

1.

12.

Daerah adalah Provins] Daerah Khusas Ibukota Jakara.

Pemerintah Daeran adaiah Guben-ur dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Gubemur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta,

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua
dan para Wakil Ketua Dewan Ferwsakilan Rakyat Daerah
Provinsi Dasrah Khusus lbukota Jakaita,

Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakata

Kepala Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Dinas
Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

Badan Pengelola Keuvangen Daerah adalah Badan Pengelola
Keuangan Daerah Provinsi Daerah Knusus Ibukota Jakara.

Kepala Badan Pengelola Keuanpan Daerah adalah Kepala -
Badan Pengelola Keuangan Daeran Provinsi Daerah Khusus
Ibukola Jakarta.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Fajak Deerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifal memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapalkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperisan Daerah bagi
sebesar-besarmya kemakmuran rakyal. '

Badan adalah sekumpulan orang danfatau modal yang
merupakan kesaluan, baik yang melakukan usaha maupun
yvang fdak melakukan wsaha yang melipull  perseroan
terbatlas, perseroan komanditer, perseroan lamnya, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), atav Badan Usaha Milk Daerah
(BUMD) dengan nama dan dal:n bentuk apa pun, firma,
kongst, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
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Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat
dikenakan Pajak.

Wajib Pajak adalah ocrang pribadi atau Badan, yang
mempunyai hak dan kewajiban sesusai dengan peraturan
pervndang-undangan perpajakan yang berlaku.

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
berlanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil
yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak
meanurut ketentuan paraturan perpajakan Daerah.

Masa Pajak adalah jangka wakliu 1 (satu) bulan kalender alau
jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala
Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi
dasar bagi Wajib Pajak uniuk menghitung, menyetor, dan
melaporkan pajak yang terutang.

Tahun Pajak adalah jangka wakiu yang lamanya 1 (safu)
tahun kalender, kecuali bila Waijib Pajak menggunakan tahun
buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Momor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang dapat disingkat
NPFWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak
sebagai sarana dalam administrasi  perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal din atau denttas Wajb
Fajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakan Daearah.

Pemungutan adalah sualu rangkaian kegatan mulas dan
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan
besarmya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan
pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyelorannya.
Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada
suatu =aat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau
dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Sural Pendaflaran Objek Pajak Daerah, yang selanjulnya
disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak
unfuk mendaftarkan dii dan melaporkan objek pajak atau
usahanya ke Dinas Pelayanan FPajak.

Sura: Pemberitahuan Pajak Daergh, yang selanjutnya
disingkal SPTPD, adalah sural yang oleh Wajb Pajak
digunakan unluk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak danfatau bukan objek pajak,
danfatau harta dan kewajban sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
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Surat Seloran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
S5PD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang
telah dilakukan dengan menggunakan formulir alau telah
dilakukan dengan cara lain ke has daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah,

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKPD, adalah surat keletapan pajak yang meneniukan
besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

Sural Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya
disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan uniuk
memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wapb Pajak.

. Surat Ketetapan Pajak Daerah HKurang Bayar, yang

selanjuinya disingkat SKPDKB, adalah surat keletapan pajak
yang menaniukan basarnya jumiah pokok pajak, jumlah kredit
pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarmya
sanksi administralif, dan jumlah pajak yang masih harus
dibayar,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjulnya disingkat SKPDKDBT, adalah surat ketetapan pajak
vang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah
ditetapkan.,

Surat Ketelapan Pajax Dasrah Lebin Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKFDLE. adalah sural keletapan pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena
jumlah kredit pajak lebih besar danpada pajak yang terutang
atau seharusnya tidak terutang.

ourat Ketetapan Faak Daerah Nihil, yang selanjutnya
disingkat SKFPDN, adalah sural ketetapan pajak vang
menentukan jumlah pokok pajak sama besamya dengan
jumiah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjulnya disingkat
STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau
sanksi administratif berupa bunga danfatau denda.

Sanksi Administrasi berupa bung:2, kenaikan danfatau denda
adalah tanggungan alau pembebanan diluar pokok pajak
terutlang sebagal akibat pelanggaran administrasi perpajakan.

Penagihan Pajak adalah serangkaian lindakan agar
penanggung pajak melunasi ulang pajak dan biaya penagihan
pajak dengan cara MEnequr, memperingatkan,
melaksananakan penaghan sekatika dan  sekaligus,
membentahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan,
melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan
menjual barang yang telah disita.
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Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang s&jénis
adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau
memperingatkan Waijib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan panagihan
pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak Daerah kepada
penanggung pajak lanpa menunggu langgal jaluh tempo
pembayaran yang melipuli seluruh utang pajak, dari semua
jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan
biaya penagihan pajak.

. Penyilaan adalah tindakan Jurusita Pajak Daerah untuk

menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan
untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-
undangan.

Jurusita Pajak Daerah adalah pelaksana lindakan penagihan
pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus,
pemberitahuan surat paksa, penyilaan dan penyanderaan,
Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membelulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan dalam penerapan  kEetentuan tertentu  datam
peraturan  perundang-undangan perpajakan daerah yang
terdapat dalam Surat Pembentahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Fajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Sural Keletapan Pajak Daerah Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak
Daerah, Sural Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan
Keberatan.

Surat Keputlusan Keberatan adalah surat keputusan alas
keberalan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terulang,
Suratl Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Sural Kelelapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat
Ketelapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap
pemolongan atau pemungutan olah pihak ketiga vyang
diajukan oleh Waijib Pajak.

Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang
perpajakan antara Wapb Pajak atau penanggung pajzk
dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat
dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding alau
gugatan kepada Pengadian Pajak berdasarkan peraturan
perundangan-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas
pelaksanaan penagihan  berdasarkan  Undang-Undang
Penagihan Pajak dengan Sural Paksa.
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Putusan Banding adalah putusw Pengadilan Pajak atas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan
oleh Wajib Pajax

Putusan Gugatan adzalah putusan Pengadilan Pajak terhadap
hal-hal yang berdasarkan ketentusn perundang-undangan
perpajakan dapat diajukan gugatan.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan
sacara teratur untuk mengumpulkan data dan  informasi
keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan
dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan
barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan
kevangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk penode
Tahun Pajak tersebut.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, danfatau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional »erdasarkan suatu standar
pemariksaan untuk menguji kepalunan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah danfatau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketenfuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah,

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah
sarangkaian tindakan yang dilakukanr oleh Penyidik Pegawai
Negern Sipil (PPMNS) unluk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukli itu mambuat terang tindak pidana di bidang
perpajakan daerah yang tenad, sena menamukan
tersangkanya.

Penyidik adalah Pejabat Pegawai Megen JSipill terfentu
dilingkungan Dinas Pelayanan Pajak atau di lingkungan
Pemernntah Provinsi Daerah Khusus lbukola Jakarta yang
diberi wewenang khusus sabagai penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sesuai
dengan ketentuan perundang-und:irgan.

Azas Twnbal Balik (Reciprocitas) adalah perlakuan perpajakan
yang sama oleh sualu negara terhadap Perwakilan Megara
Republik Indonesia berdasarkan persetujuan atau ratifikasi
Konvensi Wina Tahun 1961,
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BAB Il
JENIS PAJAK

Pasal 2
Jenis pajak terdin dari
Pajak Kendaraan Bermolor,
Bea Balk Nama Kendaraan Barmotor:
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
Pajak Air Permukaan,
Pajak Rokok;
Pajak Hotel,
Pajax Restoran;
Pajak Hiburan;
Pajak Reklame,
Pajak Penerangan Jalan
Pajak Parkir;
Pajak Air Tanah;
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkolaan; dan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

R ~popTe

5 3 = xv

BARB 1
PEMUNGUTAN
Bagian Kesatu

Umnum

Pasal 3
Pemungulan pajak dilarang diborongkan.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pazal 4

(1) Setiap Wajib Pajak yang {slah memenuhi persyaratan
subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah, wajib mendaftarkan diri dan
melaporkan usahanya dengan menggunakan SPOFD, ataw
Sarana lain yang dipersamakan ke Dinas Pelayanan Fajak
yang wilayah kerjanya meliputi tempat linggal atau kedudukan
usaha Wajib Pajak.
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(2) SPOPD atau Sarana lain yang dipersamakan harus diambil

(3

(4)

(5)

(6)

sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di Dinas
Pelayanan Pajak, atau tempat lain yang diunjuk oleh
Gubernur.

SPOPD atau Sarana lain yang dipersamakan harus diisi
dengan benar, jelas dan lengkap, dan wajib ditandatangani
oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau Kuasanya,
serta menyampaikannya ke Dinas Pelayanan Pajak.

Waiib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan
usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan
NPWPD.

Wajib Pajak yang sudah menjalankan usahanya tetapi tidak
mendaftarkan diri dan melaporken wsahanya, dikenakan
sanksi administrasi berupa denda yang besarnya ditetapkan
olah Gubernur, dan kepada Wajib Pajak dapat diterbitkan
MPWPD secara jabatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaflaran,
penerbitan NPWPD, dan penghapusan NPWPD dialur
dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Sistem Pemungutan

Pasal 5

Pemungulan pajak sebagaimana dimaksed dalam Pasal 3,
ditetapkan berdasarkan ;

Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib F ojak;

b. Pajak ditetapkan oleh Gubernur.

(1)

(2)

Paragraf 1
Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak

Pasal 6

Wajib Pajak yang pajaknya dibayar sendin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, wajb menghitung,
memperhilungkan, dan melaporkan  sendini pajak yang
terutang dengan menggunakan SPTID.

SPTPD wajib diisi dengan benor, jelas, lengkap dan
ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Fajak serta

A ammmailban ba Maace Dalacraman Dacals
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Fenyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilakukan paling lama 20 (dua puluh) har setelah berakhir
masa pajak.

Apabila batas waklu penyampaian SPTPD jaluh pada hari
libur, maka batas wakiu penyampaian SPTPD jatuh pada 1
(satu) hari kerja berikulnya.

Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dilampiri dengan data atau dokumen yang menjadi dasar
perhitungan pajak terutang yang ditetapkan oleh Gubernur.

SPTPD dianggap tidak disampaikan, apabila tidak
ditandatangani oleh Wajib Fajak atau Fenanggung Fajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan tidak dilampiri data
atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Waijib Pajak atau Penanggung Pajak harus mengambil sendiri
SPTPD di Dinas Pelayanan Pajak atau tempat lain yang
ditunjuk oleh Gubernur,

Wajib Pajak atau Penanggung FPajak, melaporkan dala
fransaksi usahanya yang merupakan objek Fajak Daerah
melalui online syslem.

Paszal 7

Gubarnur atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib
FPajak atau Penanggung Fajak, dapal memperpanjang jangka
waktu penyampaian SPTPD paling lama 2 (dua) bulan sejak
berakhirnya jangka waklu penyampaian SPTFPD.

Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis
dengan alasan yang jelas kepada Gubernur atau pejabat yang
ditunjuk, selambatJambalnya sebelum berakhirnya balas
wakiu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (3). dengan melampirkan perhilungan sementara
pajak terutang yang harus dibayar.

Pazal B

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan kemauan sendir
dapat membetulkan SPTFPD yang telah disampaikan, dengan
menyampaikan surat pemyataan lertulis kepada Gubernur
atau pejabat vang ditunjuk, dalam jangka wakiu paling lama 2
(dua) tahun sesudah berakhimya masa pajak atau tahun
pajak, sepanjang Dinas Pelayanan Pajak belum melakukan
tindakan pemeriksaan.
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Dalam hal Wajib Pajak atau Penangc ung Pajak membetulkan
sendii SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayal (1), yang
mengakibatkan utang pajak menjadi lebin besar, maka
kepadanya dikenakan sanksi admnistrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang
kurang dibayar, dihitung sejak saal berakhirmya penyampaian
SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran kKarena
pembetutan SPTPD.

Pasal 9

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya
pajak, Gubernur dapat menerbitkan :

a. SKPDKB dalam hal

1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau
keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau
kurang dibayar;

2. apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur
dalam jangka wakiu tertentu dan setelah ditegur
secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran,

3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi,
pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
b. SKPDKBT, apabila ditemukan cata baru danfatau data
yang semula belum terunjkap yang menyebabkan
penambahan jumlah pajak ya g lerulang;

c. SKPDN, apabila jumlah peiok yang lerutang sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKFDKB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan
angka 2, dikenakan sanksi admunistrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dar pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya
pajak.,

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dikenakan sanksi
administrasi berupa Kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh
lima persen) dari pokok pajak, ditambah sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empal) bulan dihitung sejak saat
terutangnya pajak.
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Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan
sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100%
{seratus persen) dan jumlah kekurangan pajak tersebut.
Kenaikan pajak sebagaimana dimaksud pada ayal (4) tidak
dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum
dilakukan tindakan pemeriksaan,

Pasal 10

Ketenluan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, pengisian
dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN dan
onfine sysfem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai
dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Gubernur

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Paragraf 2
Fajak ditetapkan oleh Gubernur

Fasal 11

Pajak ditetapkan oleh Gubemur dengan menerbitkan SKPD
atau dokumen lain yang dipersamakan.

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud
ayat (1), antara lain SPPT-FBB.

Ketenluan lebih lanjut menganai tata cara penerbitan SKPD
atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
PEMBAYARAN

Pasal 12

Pembayaran pajak terutang untuk pajak yang dibayar sendin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan
selambal-lambatnya 15 (llma belas) han setelah berakhirnya
masa pajak kecuali ditetapkan lain oleh Gubernur.

Pembayaran pajak terutang untuk pajak yang ditelapkan oleh
Gubemur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b,
dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, kecual ditetapkan lain oleh
Gubernur.

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan dilakukan paling lama § (enmarm) bulan sejak
diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
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Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka
batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja benkutnya.
Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), dilakukan pada Unit Pelayanan Perbendaharaan dan
Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah atau Bank
atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur.

Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh
tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayatl (3) dikenakan bunga keterlambatan
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka wakiu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 13
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam_Pasal 5 huruf a,
membayar pajaknya dengan menggunakan S5PD.
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b,
membayar pajaknya dengan menggunakan SKPD.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
sebagaimana cimaksud dalam Fasal 12 ayat (3) membayar
pajaknya dengan manggunakan &FPT.

Wajib Pajak Hiburan wyang menyelenggarakan hiburan
insidentil dapat melakukan pembayaran pajak dengan
jaminan berupa bank garansi dan pencairannya dilakukan
setelah perhitungan pajak berdasarkan pemeriksaan,
Gubarnur dapat menalapkan sarans pembayaran lam selain
S5PD, SKPD, dan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayal (2}, ayat (3), dan ayal (4).

Pasal 14

Pajak yang terutang dalam SKPD, SKFDKB, SKPDKET, STPD,
Surat Keputusan Pembetulan, Sural Keputusan Keberalan, dan
Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus
dibayar bertambah, wajib dilunasi dalam jangka wakiu paling lama
30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditert ‘tkan.

(1)

Pasal 15

Gubemur, atau pejabat yang ditunjuk, atas permohenan Wajib
Pajak atau Penanggung Pajak setelah memenuhi persyaratan
yang ditentukan, dapal memberkan perselujuan untuk
mengangsur atay menunda pembayaran pajak, dengan
dikenakan bunga sebesar 2% (dua parsen) sebulan.
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tala cara pembayaran,
tempat pembayaran, persyaratan angsuran dan persyaratan
penundaan pembayaran pajak, diatur dengan Peraturan
Gubearnur.

BABV
PENAGIHAN
Bagian Kesalu

STPD

Pasal 16

Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila :

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. dari hasil penelitian SPTPD, terdapat kekurangan
pembayaran sebagai akibat salah lulis dan atau salah
hiturng;

c. Wajb Pajak dikenakan sanksi admmistrasi berupa
bunga danfatau denda.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b,

ditambah dengan sanksi adminstrasi berupa bunga sebesar

2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waklu paling

lama 15 (ma belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak atau kurang

dibayar setelah jatuh tempo pambayaran, dikenakan sanksi

administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan, dan ditagih melalui STPD.

Pasal 17
Penagihan pajak dilakukan lerhadap pajak yang lerutang
daiam SKPD, SKPDKB, SKPDKET, STPD, SPPT, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan
Putusan Banding.
Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran
atau surat peringatan,
Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang
sajenis, sekurang-kurangnya memuat |
4. nama wajib pajak dan/atau penanggung pajak;
b. besamnya utang pajak;



c.
d.

s

perintah untuk membayar,
jangka waktu pelunasan utang pajak,

{4) Dalam rangka pelaksanaan penagihan, dapat meminta
bantuan kepada aparat penegak h.<um lain.

1

(2)

(3)

(4)

Bagian Kedua
Penagihan Sekestika dan Sekaligus

Pasal 18

Penagihan pajak dapat dilakukan sekelika dan sekaligus
tanpa menunggu tanggal jatuh tempo surat teguran atau surat
peringatan atau surat lain sejenisnya sebagaimana dimaksud
datam Pasal 17 ayat (3), apabila :

b.

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan
Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;

Wajib Pajak ataw Penanggung Pajak memindah
tangankan barang vang dimiliki atau dikuasai dalam
rangka mengheniikan ata. mengecilkan kegiatan
perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di indonesia;
terdapat  tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya,
atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan
usahanya, atau memindahlangankan perusahaan yang
dimiiiki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan
bentuk lainnya;

badan usaha akan dibubarkan oleh Negara,

lerjadi penyitaan atas barang Waib Pajak atau
Penanggung Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat
landa-tanda kepailitan.

Sural Perintah Penagihan Sekelika dan Sekaligus, sekurang-
kurangnya mamuat |

A
b
o
d.

nama Wajib Pajak, danfatau Penanggung Pajak;
besarnya utang pajak; '

perintah untuk membayar, dan

jangka waktu pelunasan pajak.

Surat Perintah Penaginan Seketika dan Sekaligus diterbitkan
sebelum penerbitan Surat Paksa.

Pelaksanaan  penagihan  seketika dan  sekaligus,
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
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Bagian Keliga
Surat Paksa

Fasal 19

Fajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, STPD, SPPT, Surat Kepulusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak
atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat
ditagih dengan Surat Paksa.

Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterbitkan, apabila :

a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak meblunasi
utang pajak dan kepadanya telah dilerbitkan Surat
Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang
sejenis;

b. terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah
dilaksanakan penagihan seketika dan sekalbgus,;

c. Wajb Pajak atau Penanggung Pajak tidak memenuhi
kefenfuan sebagaimana tercantum dalam kepulusan
persetujuan  angsuran atau penundaan pembayaran

pajak.

Pasal 20

Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak Daerah
dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa,
kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Pemnberitahuan Sural Paksa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara, yang sekurang-

kurangnya memuat :

a.  han dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa,

b. nama Jurusita Pajak Daerah;

€. nNama yang menerima;

d. tempat pembentabuan Surat Paksa

Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh

Jurusita Pajak Daerah kepada :

a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di tempal tinggal,
tempat usaha atau di tampat lain yang memungkinkan;

b. orang dewasa yang berlempat tinggal bersama ataupun
yang berkerja di tempat usaha Penanggung Pajak;
apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak
dapat dijumpai;
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¢. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat alau yang
mengurus hara peninggalannya, apabila Wajb Pajak
telah meninggal dunia dan haria wansan belum dibagi;

d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak l2lah meninggal
dunia dan harta warisan telah dibagi.

Surat Paksa terhadap badan diberifahukan oleh Jurusita

Pajak Daerah kepada :

a. pengurus, Kepala perwakilan, kepala cabang,
penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat
redudukan badan yang bersangrutan, di tempat tinggal
mereka, maupun di tempat lain yang memungkinkan;

b, pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha
badan yang barsangkutan, apabila Jurusita Pajak Daerah
tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana
dimaksud pada huruf a.

Dalam hal Wajib Pajak dinya #%an pailit, Surat Paksa

dibertahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai

Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajio Pajak dinyatakan

bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada

orang alau badan vyang dibebani untuk melakukan
pemberesan, atau ikuidator.

Dalam hal Wajib Pajak menunjuk secrang kuasa dengan

surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban

perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan  kepada
penenma kuasa dimaksud,

Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud

dalam ayat (3) dan ayat (4) tidak depat dilaksanakan, Suratl

Paksa disampaikan melalui Pemerintzh Daerah setempat.

Dalam hal Wajib Pajak atay Penanggung Pajak tidak

diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat

Kedudukannya, penvampaian Sural Paksa dilaksanakan

dengan cara menempelkan S.ial Paksa pada papan

pengumuman  Kantor Pejabat vang menerbitkannya,
mengumumkan melalui madia massa, atau cara lain yang
ditetapkan oleh Gubernur.

Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di lear wilayah
kerja Pejabat, Pejabat dimaksud meminta bantuan kepada
Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan
Sural Paksa, kecuali ditetapkan lain oleh Gubermur.

Pejabat yang diminta bantuan sebagamana dimaksud pada
ayat (9), wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang
telah dilaksanakan kepada Fejabat yang meminta bantuan
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(11) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau pihak-

(12)

(1)

(2)

(1]

(2)

(3)

(1)

pihak yang dimaksud dalam ayat (3} dan ayat (4) menolak
untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak Daerah
meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam
Berita Acara bahwa Penanggung Pajak lidak mau menerima
Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.

Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung
Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat
Paksa,

Pasal 21

Pelaksanaan Surat Paksa lidak dapat dilanjutkan dengan
penyitaan sebelum lewat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat)
jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20.

Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa, dilakukan
sesuai dengan ketenluan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Bagian Keempat
Penyitaan

Fasal 22

Apabila utang pajak tidak dilunasi Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak dalam jangka wakiu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21, Pejabat menerbitkan Surat
FPerintah Melaksanakan Penyitaan.

Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusila Pajak Daerah dengan
disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah
dewasa, penduduk Indonesia, dikenal cleh Jurusita Pajak
Daerah Daerah, dan dapal dipercaya,

Seliap pelaksanaan penyilaan, Jurusita Pajak Daerah
membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani
oleh Jurusita Pajak Daerah, Wajib Pajak atau Penanggung
Pajak dan saksi-saksi.

FPazal 23

Penyitaan dilaksanakan lerhadap barang milik Wajib Pajak
atau Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal,
tempat usaha, tempatl kedudukan, atau di tempat lain
iernasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain
atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang
dapat berupa :
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a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai,
dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran,
gira, atau beniuk lainnya yang dipersamakan dengan fu,
obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan
penyertaan modal pada perusahaan lain;

b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan
kapal dengan isi kotor terfentu.

Penyitaan terhadap \Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik
perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang,
penanggung jawab, pemilik medal, baik di lempat kedudukan
yang bersangkutan, di tempal ‘inggal mereka maupun di
tempal lain.

Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sampai dengan nilai barang vyang disita
diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak Daerah unltuk
melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan
palaksanaan penyitaan

Pasal 24

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila :

il.

(1)

(2)

nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 23 nilainya tidak cukup unluk melunasi biaya penagihan
pajak dan ulang pajak;

hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup uniuk
melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Bagian Kelima
Pelalangan

Paszal 25

Apabila ulang pajak danatau biaya penagihan pajak tidak
dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang
melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang
disita melalui Kantor Lelang.

Barang yang disila berupa uang lunai, deposito berjangka,
tabungan, saldo rekening koran, giro atau benluk lainnya yang
dipersamakan dengan ilu, obligasi, saham, atau surat
berharga lainnya, piutang, dan penyarifaan modal pada
perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang
sabagaimana dimaksud pada ayat - 1).
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Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang
pajak dengan cara:

a. vang tunai disetor ke Badan Pengelola Keuvangan Daerah
atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk;

b. deposilo berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro,
atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu,
dipindahbukukan ke rekening Badan Pengelola Keuangan
Daerah atau Bank atau tempal lain yang ditunjuk atas
permintaan Pejabat kepada Bank yang bersangkutan;

¢. obligasi, saham, atau swal berharga lainnya vyang
diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas
permintaan Pejabat;

d. obligasi, saham, alau surat berharga lainnya yang tidak
diperdagangkan di bursa efex segera dijual oleh Pejabat;

g, putang dibuatkan berita acara persetujuan tentang

pengalihan hak menagih dari Wajib Pajak atau

Penanggung Pajak kepada Pejabat;

penyeriaan modal pada perusahaan lain dibualkan akte

persetujuan pengalihan hak menjual dan Wajib Pajak atau

Fenagqung Pajak kepada Pejabat.

]

FPasal 26

Fenjualan secara [elang terhadap barang yang disita
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan paling
singkat 14 (empal belas) han setelah pengumuman lelang
melalui media massa.

Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas} hari setelah
penyitaan,

Pengumuman lelang unluk barang bergerak dilakukan 1
(satu) kal dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua)
kakli.

FPengumuman lafang terhadap barang dengan nilai paling
banyak Rp 20.000.000,00 (dua pulub jula rupiah) tidak harus
diumumkan melalui media massa,

Pasal 27

Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang
diajukan eoleh Wajib Pajak ataw Penanggung Pajak belum
memperoleh keputusan keberatan,
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Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadin Wajib Pajak
dan atau Penanggung Pajak.
Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak atau

Penanggung Pajak telah melunasi ulang pajak dan biaya
penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan, atau

putusan pengadilan pajak, atau objek lelang musnah.

Bagian Keenan
Hak Mendahu'y

Pasal 28

Daerah mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak alas
barang-barang milik Wajib Pajak atau Wajib Pajak dan
Penanggung Pajak.

Ketentuan hak mendahulu sebagaimnana dimaksud dalam

ayat (1), meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa

kenaikan, bunga, denda, dan biaya penagihan pajak.

Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak

mendahulu lainnya, kecuali :

a. biaya perkara yang semala-mata disebabkan suatu
penghukuman untuk melelang sualu barang bergerak dan
atau barang tdak bergerak;

b. biaya yang dikeluarkan untvk menyelamatkan barang
dimaksud;

¢. biaya perkara, vyang semata-mata disebabkan
pelelangan;
d. hak lain yang ditetapkan oleh Gubermur.

Hak meandahulu itu hilang setelah lampaui wakiu 5 (lima)
tahun sejak tanggal diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
STPD, SPPT, dan sural keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan
jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, kecuali apabila
dalam jangka wakiu 5 (lima) tahun tersebul, Surat Paksa
unfuk membayar ilu diberitahukan secara resmi, atau
dibenkan penundaan pembayaran

Dalam hal Surat Paksa untuk membavar dibentahukan secara
resmi, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud
pada ayal (4), dihitung sejak langgal pemberitahuan surat
paksa, atau dalam hal diberikar p2nundaan pembayaran,
jangka waktu 2 (dua) tahun terseb-.| ditambah dengan jangka
waklu penundaan pembayaran.
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BAE VI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 29

Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah

melampui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saatl

terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan

tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), tertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa;

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik
langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa

penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa

tersehul.

FPengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana
dmaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan
kesadarannya menyatakan mashh mempunyal utang pajak
dan belum melunasinya kepada Pemernntah Daerah.

Pengakuan utlang sacara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari
pengajuan  permohonan  angsuran  atau  penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 30
Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kedalhnwarsa dapat
dihapuskan.

Gubzmur menetapkan kepulusan penghapusan piutang pajak
yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan
piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan
Peraturan Gubernur,
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BAB VI
KEBERATAN DAN BANDING
Bagian Kesatu
Kebaratan

Pasal 31

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada

{2)

{3

(4)

{5)

{6)

{7)

Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
a. SPPT,

SKPD;

SKPDKE;

SKPDEEBET,

SKPDLB;

SKPDN;

Pemotongan atauw pemunguitan oleh pihak  ketiga
berdasarkan ketentuan peraturen perundang-undangan
perpajakan dagrah.

Keberatan dijukan secara tertuliz dalam bahasa Indonesia
dengan disertai alasan-alasan yangj |elas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3
{tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat keletapan pajak
sebagamana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib
FPajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipanuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Keberatan dapat diajukan apabila Wajb Pajak lelah
membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib
Pajak.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), tidak
dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak
dipartimbangkan.

©® "0 an o

Tanda penenmaan sural Keberatan yang diberikan oleh
Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman
surat Keberatan melalui pos tercalat sebagai tanda bukf
penernmaan sural Keberatan.

Pengajuan keberatan bdak menunda kewajiban membayar
pajak dam pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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(3)
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(2)

(3)

(4)

(3)

Pasal 32

Gubermur atau pejabat yang dilunjuk dalam jangka waktu
paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas
Keberatan yang diajukan.

Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat berupa menefima seluruhnya atau sebagian,
menolak, atau menambah besarmya pajak yang terulang.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah lewat dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak
memben suatu kKeputusan, maka keberatan vang diajukan
tersabut dianggap dikabulkan,

Dalam hal Keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenal sanksi administrasi berupa
denda sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pajak
berdasarkan Surat Keputusan Keberalan dikurangi dengan
pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua
Banding

Pasal 33

Waijib Pajak dapat mengajukan permchonan banding hanya
kepada Pengadilan Pajak. terhadap keputusan mengenai
keberatannya yang ditetapkan oleh Gubemur atau pejabat
yang ditunjuk.

Permchonan banding sebagaimana dimaksud pada ayal (1),
diajukan secara terfulis dalam bahasa Indonesia, dengan
alasan yang jelas, dalam jangka wakiu 3 (tiga) bulan sejak
keputusan keberatan diterima, dengan dilampin sahnan dan
Sura! Keputusan Keberatan tersebut.

Pengajuan permchonan banding menangguhkan kewajiban
membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal
penerbitan Putusan Banding. )

Dalam hal Wajib pajak mengajukan permohonan banding,
sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 % (lima puluh
parsen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayal (4)
tidak dikenakan,

Dalam hal permochonan Banding ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi adminisirasi berupa
denda 100 % (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan
Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang
telah dibayar sebelum mengajukan Keberatan.
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BAB VI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN P =MBAYARAN PAJAK

Pasal 34

Alas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan perhitungan
dan Wajib Pajak, Wajib Pajak dapal mengajukan permohonan
pengembalian kepada Gubemur.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani, dengan
sakurang-kurangnya memuat :

a. bukti setoran pajak,
b. bukti SPTPD;

c. dokumen atau kelerangan vyang menjadi dasar
pembayaran pajak;

d. perhitungan pembayaran pajak menurut Wajib Pajak.

Terhadap permohonan pengemba 1an sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemerksaan kepada

Wajib Pajak untuk mengetahui kebenaran atas permohonan
tersebut.

Gubermnur dalam jangka wakiu paling lama 12 bulan sejak
diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membearkan
keputusan dan menerbilkan SKPDLB dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila dalam jangka waklu sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) telah dilampawi dan Gubernur tidak memberikan
suatu keputusan, permochonan  pengembaBan  kelebihan
pembayaran pajak dianggap dikabulzan, dan SKFDLB harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak yang sama atau
utang pajak Daerah lainnya, kelebihan pembayaran pajak,
langsung diperhilungkan wunluk melunasi terlebih dahulu
utang pajak tersebut.

Pengembalian kelebthan pembayaran pajak sebagamana
dimaksud pada ayat (G), dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 2 {dua) bulan sejak diterbitkannya SKFDLB.

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak
dilakukan setelah lewal jangka waklu 2 {dua) bulan,
Gubermur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan
pembayaran pajak.
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FPasal 35

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan surat
keputusan keberatan, dan putusan banding, Wapb Pajak
dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada
Gubernur,

(2) Terhadap kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pemeriksaan kepada
Waijib Pajak.

(3) Berdasarkan permohonan pengembalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau berdasarkan kepufusan
keberatan atau berdasarkan salinan putusan banding dari
Fengadilan Pajak, Gubermur menerbitkan SKFDLB dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua pufuh empat) bulan
yvang dihtung sejak bulan pelunasan yang menyebabkan
terdapatnya kelebihan pembayaran, sampai dengan
diterbitkannya SKPDLB.

(4) Kelebihan pembayaran pajak sebagamana dimaksud pada
ayat (1), dapat dikompensasikan dengan jenis pajak yang
sama, alau langsung diperhitungkan untuk melunasi ulang
pajak Daerah lainnya.

Paszal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pangembalian kelebihan
pembayaran pajak berikut imbalan bunga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 dan Pasal 35, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI

Pasal 37
(1) Gubernur karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak,
dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT
atau STPD, SPPT, SKPDN atau SKPDLB yang dalam
penerbitannya lerdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan
hitung danfatau kekeliruan dalam penerapan peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah,
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(2) Guberur dapat :

(3}

(1)

(2)

{1

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi
berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang
menurul  peraturan  perundang-undangan perpajakan
Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena
kekhilafan Wajib Pajak atau bukan Karena Kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SKFPD, SKPFDKB atau
STPD, SPPT, SKPDN atau SKPDLEB yang tidak benar;

. membatalkan has:! pemerksaan atau ketetapan pajak
yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan
tata cara yang ditentukan;

d. mengurangkan keletapan pajak lerutang berdasarkan
partimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau
kondisi tertentu objek pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau

penghapusan sanks: administrasi dan pengurangan atau

pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dialur dengan Paraturan Gubemur.

BAB X
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 38

Wajib Pajak yang melakukan uvsaha dengan omzet paling
sedikit Rp 300.000.000.00 (tga ralus juta rupiah) per tahun,
wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan

Kriteria wajib pajak dan penentuan besaran omzet serta lata
cara pembukuan atau pencatatar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 39

Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berwenang, melakukan
pemernksaan  untuk  menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan danfalau merminjamkan buku atau
catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen
lain yang berhubungan dengan objek pajak yang
terutang,
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b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau
ruangan yang dianggap perlu dan member bantuan
guna kelancaran pemeriksaan,

c. memberikan keterangan yang diperiukan,

Ketentuan lebih lanjut mengenai lata cara pemeriksaan pajak
diatur dengan Peraturan Gubearnur.

BAB Xl
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 40

Piutang pajak yang sudah kedaluwarsa dapat dilakukan
penghapusan.

Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan oleh Gubernur bardasarkan permachonan
penghapusan piutang pajak dari Kepala Dinas Pelayanan
Pajak.

Paermohonan penghapusan piutang pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat :

a. nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;

b. jumlah piutang pajak;

¢. Tahun Pajak,

d. |=nis pajak.

Berdasarkan pemmohonan  penghapusan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Gubemur dapat menetapkan
penghapusan  piutang pajak sampai  dengan Rp
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sedangkan uniuk
penghapusan piutang pajak di atas Rp 1.000.000.000,00
{satu milyar rupiah) ditetapkan cleh Gubemur selelah
mendapat persetujuan Dewan,

Pasal 41

Terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi akan
tetapi belum kedaluwarsa, dimasukan ke dalam daftar piutang
pajak yang akan dihapuskan.
Piutang pajak yang fidak dapat ditagih lagi sebagaimana
dimaksud ayat (1), adalah
a, ‘Majib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan

harla kekayaan/warisan yang dibuiktikan dengan Sural



(2)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2}

i, Waijib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lag:, yang
dibuktikan berdasarkan laporan hasi pemerksaan
Petugas Dinas Pelayanan Pajak yang menyatakan
bahwa Wajib Pajak memang benar-benar tidak
mempumnyal harta kekayaan lagi.

¢.  Wajib Pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan
pengadilan, dan dar hasil penjualan hartanya tidak
mencubkupd untuk melunasi utang pajaknya.

d. Wajib Pajak yang tidak ditemukan.

Terhadap piulang pajak yang dicadangkan sebagai piutang

pajak yang akan dihapuskan sel:agaimana dimaksud pada

ayat (1), tidak dilakukan lagi tindakaa penagihan.

Ketentuan lebih lanjul mengenal tata cara penghapusan
piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Fasal 40 datur
dengan Peraturan Gubearnur

BAR X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 42

Atas permohonan Wajib Pajak, Gubernur dapat memberikan
pengurangan pajak setinggHlingginya 50% (lima puluh
persen) dan pokok pajak.

Permohonan pengurangan pajak sebagaimana dimaksued
pada ayat (1), disampaikan secara lariulis dengan sekurang-
kurangnya memuat :

a. nama dan alamat Wajib Pajak ;

b. jenis pajak dan besar pengurangan pajak  yang

dimohon;
¢. alasan yang mendasan diajukannya permochonan
pengurangan pajak.

Pasal 43
Gubernur karena jabatannya dapal memberikan keringanan
pajak setinggi-tingginya 50% (ima puluh persen) dari dasar
pengenaan pajak atau pokok pajak.
Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu.
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Pasal 44

(1) Gubernur karena jabatannya dapal memberikan pembebasan
pajak kepada Wajib Pajak atau terhadap objek pajak tertentu,
berdasarkan azas keadilan dan azas Umbal balik
(reciprocifas).

(2} Pembenan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat diberikan sebagian atau seluruhnya dari pajak

yang terutang.

FPasal 45

Persyaratan dan fata cara pemberian pengurangan, keringanan,
dan pambebasan pajak, diatur dengan Peraturan Gubernur.

FPasal 46

Bentuk dan isi SPOPD, SPOP, NPWPD, SPTPD, SKPD, SKPDKEB,
SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, SPPT, Sural Keputusan Keberatan,
Sural Kepulusan Pembelulan Keletapan Pajak Daerah, Surat
Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi,
Surat Kepulusan Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak
Daerah, STPD, 55PD, Surat Teguran atau Surat Peringatan atau
surat lain yang sejenis, Surat Penagihan Sekelika atau Sekaligus,
Sural Paksa, Surat Perintah Untuk Melaksanakan Penyitaan dan
Surat Permohonan Pelelangan, ditelapkan dengan Keputusan
Gubernur,

BAB X
KETENTUAN KHUSUS

Paszal 47

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain
segala sesualu yang dikelahui atau dibentahukan kepadanya
oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya,
untuk  menjalankan  peraturan  perundang-undangan
perpajakan Daerah,

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku
juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubemur uniuk
membantu dalam pelaksanaan kelenluan perundang-
undangan perpajakan daerah.
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Dikecualkan dan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), adalah :

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi
atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan ocleh
Gubermur untuk memberikan keterangan kepada pejabal
lembaga negara alau instansi pemerintah  yang
berwenang melakukan pem:iksaan dalam keuangan
daerah.

Untuk kepanlingan daerah, Gubernur berwenang memben
izin fertulis kepada pejabat dan tenaga ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dan tenaga-tenaga ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan
keterangan, memperlkhatkan bukti tertulis dan atau tentang
Wajib Pajak, kepada pihak yang ditunjuk.

Untuk kepentingan pemeriksaan di  pengadilan  dalam
perkara pidana atau perdata atas parmintaan hakim sesuai
dengan Hukum Acara PFidana dan Hukum Acara Perdata,
Gubernur dapat memberi izin terulis untuk meminta kepada
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga
ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, uniuk
memberikan bukli tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang
ada padanya.

Perminlaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat,
keterangan-kelerangan yang diminta, sera kaitan antara
perkara pidana atau perdata yang bersangkutan, dengan
keterangan yang diminta tersebut

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 48

Gubernur atau pejabat yvang ditunjuk berdasarkan informasi,
data, laporan dan pengaduan, Bberwenang melakukan
pemeriksaan bukt permulaan sebelum dilakukan  tindak
pidana dibidang perpajakan daeral.

Ketentuan kebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan bukti
permulaan ftindak pidana dibicang perpajakan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialur berdasarkan

peraturan Gubernur,



(1}

(2)

(3)
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Pasal 49

Pejabat Pegawai Megeri Sipil tedentu di  lingkungan

Pemenntah Daerah diberi wewenang khusus sebagai

Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang

perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagamana dimaksud pada ayat (1) adalah

pejabat pegawai negeri sipil tertentu di  lingkungan

Pemerintan Daerah yang diangkal oleh pejabat yang

berwenang sesual dengan kelentuan peraluran perundang-

undangan,

Wewenang Penyidk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan menaliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana
di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. menelili, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenal orang pribadi atau badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana perpajakan daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dar orang pribadi
atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

e. melakukan penggeledahan uniuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serla
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti lersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah;

a. menyuruh  berhenti  danfataw  melarang seseorang
meninggalkan  ruangan atau tempat pada saat
pemenksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang, benda, danfatau dokumen vang dibawa;

h. memotrat seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
perpajakan daerah,

i.. memanggil orang untuk didengar kelerangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu unfuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
sosuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(4) Penyidik sebagamana Jdimaksud pada ayat (1)
membernitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan -
hasil penyidikannya kepada Penuriul Urnum melalul Penydik
pejabat Polisi Negara Republik ~donesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Und=ag-Undang Hukum Acara
Pidana.

Fazal 50

(1) Untuk kepentingan penerimaan daerah atas permintaan
Gubernur alau pejabal yang ditunuk, Jaksa Agung atau
pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu
& (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan.

{2) Penghentian penyidikan tndak pidana sebagamana
dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan setelah Wajib Pajak
melunasi hutang pajak yang tidak alav kurang dibayar atau
yang lidak scharusnya dikembalikan dan ditambah dengan
sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali
jumilah pajak yang bidak atau kurang dibayar atau yang tidak
seharusnya dikembalikan,

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

FPazal 51

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan
SPTPD atau mengisi dengan tidak henar atau tidak lengkap
alau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga
merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana
kurungan pabng lama 1 (salu} tahun alau pidana denda
paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak lerutang yang tidak
atau kurang bayar.

(2) Wajb Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan
SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap
atau melampirkan ketlerangan yang tidak benar sehingga
merugikan keuangan Daerah, daj:at dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahu atau pidana denda paling
banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau
kurang bayar

Fasal 52

Tindak pidana di bidang perpajakan Daeiah lidak dituniut setelah
melampaui jangka waktu 5 (ma) tahun sejak saal terutangnya
pajak atau berakhimya Masa Pajak atau berakhimya Bagian
Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan



(1)

(2)

(3)

{4)
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Pasal 53

Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk Gubernur yang karena
kealpaannya lidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2),
dipidana dengan pidana kurundgan paling lama 1 (satu) tahun
atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat
juta rupiah).

Fejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk Gubernur yang
dengan sengaja ftGdak memenuhi kewajibannya atau
seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban
pajabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan
ayat (Z), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2
(dua) tahun atau pidana denda paling banyak
Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Penunlutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), hanya dilakukan atas pengaduan
orang yang kerahasiaannya dilanggar.

Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat {2)
sasual dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan
pribadi sesecrang atau badan selaku wajib pajak, karena itu
dijadikan tindak pidana pengaduan.

Fasal 5

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat
(2), merupakan penenmaan daesrah

(1)

(2)

BAB XVl
KETENTUAN LAIN-LAIN
Kewajiban Penggunaan Bon Penjualan (Bill}

Pasal 55

Wajib Pajak Hotel atau Wajib Pajak Restoran atau Wajib
Fajak Hiburan, wajib menggunakan bon penjualan (biff) yang
memperiihatkan ternadinya pesanan atau  transaksi
pembayaran kecuali diletapkan lain dengan Kepulusan
Kepala Dinas Pelayanan Pajak.

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan

terlebih dahulu mengajukan secara tertulis kepada Kepala
Dinas Pelayanan Pajak,
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(3) Bagi Wajib Fajak yang wajib menggunakan bon penjualan
(bill) tetapi tidak menggunakan, dikenakan sanksi adminisirasi
berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah
pajak terutang untuk jangka waktu paling lama 24 {dua puluh
empat) bulan,

(4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditagih dengan menggunakan STPD.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan
persyaratan yang dikecualikan dar kewajiban untuk
melegalisasi/perporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Pelayanan Pajak.

Pasal 56
Kewajiban  penggunaan bon  penjualan (b}  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55, wajb mendapat pengesaban berupa
legalisasifperporasi dan Kepala Dinas Pelayanan Pajak atau
pejabat yang ditunjuk,

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Paszal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pajak yang masih
terutang berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 sepanjang tdak diatur dalam Peraturan Daerah
yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5
(lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUFP

Fasal 58

Pada saal Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2002 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah
{Lembaran Daerah Propinsi Daesrah Khusus lbukota Jakarta Tahun
2002 Nomwor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 59
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januan 2011,
Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2010
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

Dwndangkan di Jakarta
padatanggal & November 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

i

FADJAR PANJAITAN
MNIP 195508251976011001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 6
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG

KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH (KUPD)

LMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nemor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daarah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Momor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Refribusi Daerah, maka periu dilakukan
penyempumaan Peraluran Daerah sebagal pengganti Peraturan Daerah Nomor
4 Tahun 2002 tentang Ketentuan Umura Pajak Daerah yang berlaku saal ini, dan
merupakan dasar hukum pemungutan Pajak Daerah di wilayah Provinsi Daerah
Khusus [bukota Jakaria,

Ketanluan Peraturan Daerah inl merupakan ketenfuan umum yandg
mengatur {entang tata cara dan tata laksana pemungutan, hak dan kewajiban
Waijib Pajak, sanksi administrasi dan sanksi pdana. Can untuk ketentuan yang
mengatur subjek, objek, dasar pengenaan pajak, tarif dan cara penghitungan
pajak diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah sesud dengan jenis pajaknya
yang merupakan kKetentuan materisl Pajak Daerah,

Dalam Paraturan Daerah ini juga telah mempeatimbangkan faktor sosial
masyarakat, perkembangan teknologi informasi, kemamipuan masyarakat dalam
memeanuhi kewajiban perpajakan daerah dan faktor-faktor lainnya.

Peraturan Daerah ini ditetapkan selain karena pemberakuan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009, juga dalam rangka meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat, untuk lebih memberkan keadilan, kepastian hukum
terhadap hak dan kewajiban Wajb Pajak, penegakan hukum dibidang
perpajakan daerah, meningkatkan kepaluhan Wajib Pajak dalam melaksanakan
kewajiban perpajakan, dan tertib administrasi perpajakan daerah, yang pada
akhirmya akan meningkatkan penerimaan daerah untuk manunjang kemandinan
daerah, dalam mensejahierakan masyarakat.

Oleh karenanya Peraturan Daerah i disebut Kelentuan Umum Pajak

Daerah (KUPD), sebagai pelaksanaan dari ketentuan material Pajak Daerah
untuk seluruh jenis Pajak Daerah yvang dipungut di wilayah Provinsi Daerah
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Il.  PASAL DEMI PASAL.

FPasal 1

Angka 1

Cukup jelas.
Angka 2

Cukup jelas.
Angka 3

Cukup jelas.
Angka 4

Cukup jelas.
Angka 5

Cukup jelas.
Angka &

Cukup jelas.
Angka 7

Cukup jolas.
.-ﬁ.n'gkﬂ 8

Cukup jelas.
Angka 9

Cukup jelas.
Angka 10

Cukup jelas.
Angka 11

Yang dimaksud dengan tanpa imbalan langsung adalah bahwa atas

pembayaran pajak Daerah fidak diberikan imbalan langsung secara

individual, tetapi diberikan secara kolektif.
Angka 12

Cukup jelas.
Angka 13

Cukup jelas.
Angka 14

Cukup jelas.
Angka 15

Cukup jelas.
Angka 16

Cukup jelas.
Angka 17

Cukup jelas



Angka 18
Cukup jelas.
Angka 19
Cukup jelas.
Angka 20
Cukup jelas.
Angka 21
Cukup jelas.
Angka 22
Cukup jelas.
Angka 23
Cukup jelas.
Angka 24
Cukup jelas.
Angka 25
Cukup jelas.
Angka 26
Cukup jelas.
Angka 27
Cukup jelas.
Angka 28
Cukup jelas.
Angka 29
Cukup jelas.
Angka 30
Cukup jelas.
Angka 31
Cukup jelas.
Angka 32
lEulr.'l.q::l jelas.
Angka 33
Cukup jelas.
Angka 34
Cukup jelas.
Angka 35
Cukup jelas.
Angka 36
Cukup jelas.
Angka 37
Cukup jelas.
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Angka 38

Cukup jelas.
Angka 39
Cukup jelas.

Angka 40
Cukup jelas.
Angka 41
Cukup jelas.
Angka 42
Cukup jelas.
Angka 43
Cukup jelas.
Angka 44
Cukup jelas,
Angka 45
Cukup jelas.
Angka 46
Cukup jelas,
Angka 47
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Yang dimaksud dilarang diborongkan adalah bahwa pada dasarnys
kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga
namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketigs
diantaranya dalam hal, pencelakan formulir perpajakan, pengirimar
surat-surat kepada Subjek Pajak danfatau Wajib Pajak, penghimpur
data objek dan subjek pajak atau sosialisasi dibidang perpajakan daerah,
- Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah
kegiatan perhitungan besarnya pajak yang lerutang, kegiatan penctapan
pajak, pemeriksaan pajak, pengawasan penyetoran pajak, dan
panagihan pajak.
Paszal 4
Ayat (1)
- Penggunaan SPOP hanya untuk Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) Perdesaan dan Perkotaan,

- Penggunaan Sarana lainnya yang dipersamakan untuk jenis pajak

tertentu, berdasarkan penetapan Gubemur atau pejabat yang
ditunjuk,
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-  Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan
ketentuan materil Pajak Daerah mengenai subjek pajak.

- Persyaratan objeklif adalah persyaratan yang sesual dengan
ketentuan materill Pajak Daerah mengens: objek pajak.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (S}
- NPWPD secara jabatan diterbitkan apabila Wapb Pajak tidak
mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya ke Dinas Pelayanan
Pajak. yang secara objektif dan subjektif telah memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
-  Penerbitan NPWPD secara jabatan dapat diahului dengan
tindakan pendataan atau pemeriksaan.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Fasal 5
Angea 1

Yang dimaksud dengan Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak,
adalah pengenaan pajak yang member kepercayaan kepada Wajib
Pajak untuk manghitung, memperhitungkan, membayar dan
metaporkan sendin pajak yang terutang dengan menggunakan
SPTPD.
Angka 2
Yang dimaksud dengan Pajak ditetapkan oleh Gubernur, adalah
pengenaan pajak yang dibayar oleh Wajb Pajak setelah terlebih
dahulu ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melalui
Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain  yang
dipersamakan.
Fasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan menghitung adalah menghitung seluruh
transaksi pembayaran sebagai dasar pengenaan pajak.
Yang dimaksud dengan memperhivngkan adalah mengalikan
dasar pengenaan pajak dengan tan{ pajak.unluk memperaleh
jumlah pajak yang terutang yang harus dibayar,
Yang dimaksud dengan melaporkan sendiri pajak yang terutang
adalah melaporkan seluruh perhilungan pajak  terutang
berdasarkan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak.
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Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat
dilakukan antara lain : melalui jasa kurir, jasa layanan Pos atau dikirim
langsung ke Dinas Pelayanan Fajak atau memanfaatkan media
alektronikiteknologi informasi yang tersedia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas,

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (B)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (B}

Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memperpanjang jangka waklu penyampaian
sFTPD  adalah mempearpanjang penyampaian SPTPD  vyang
disebabkan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak. dalam keadaan
kesulitan dalam menghitung dasar pengenaan pajak atau dalam
keadaan kahar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8
Ayal (1)

Ayat ini mengatur hak wajib pajak untuk membetulkan SPTPD,
sehubungan dengan terdapainya pajak yang terutang menurut
wajib pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang telah
disampaikan SPTPD sebelumnya.

Pembetulan SPTPD dilakukan dengan syarat ;

a. permohonan diajukan secara tertulis;

b. jangka waktu pengajuan pembetulan tidak melampuai 2 tahun
sejak penyampaian SPTPD sebelumnya; atau
¢. belum dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Pelayanan Pajak.

Hak melakukan pembetulan SFTFD gugur, apabila setelah 2 (dua)
tahun sejak penyampaian SPTPD sebelumnya atau meskipun
dalarm masa 2 tahun dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Pelayanan
Fajgk yang ditunjukan melalui surat dimulainya pemeriksaan atau
Surat Tugas Pemeriksaan.
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Terhadap pembetulan SPTPD vyang berakibat jumiah pajak
menjadi lebih besar, maka atas kekursngan jumlah pajak tersebut
dikenakan bunga sebesar 2% selwlan yang dihitung sejak
berakhimya penyampalan SPTPD sampai dengan tanggal
pembayaran karena pembetulan SPTFPD.

Contoh 1

Wajib Pajak X, melakukan pembayaran Pajak Hotel untuk bulan
Juni 2007 dan telah menyampaikan SPTPD sebesar
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Menurut perhitungan
Waijib Pajak, pokok pajak yang terutang untuk bulan Juni 2007
sebesar 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) dan Wajb
Pajak melakukan pembetulan SPTPD pada bulan September 2008
sebasar Rp 150.000.030,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan
pembayaran sanksi bunga sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat
puluh lima juta rupiah) antara tanggal 1 sampai dengan 15 Oklober
2008, maka nncian pembayaran pokok pajak terutang benkut
sanksi administrasi sebagai berikut |

Pokok Payjak terutang = Rp 250.000.000,00
Pembayaran pajak masa Jumi 2007 = Rp 100,000.000.03
Pajak karena pembetulan SPTPD = Rp 150,000 000,00
Pajak yang kKurang dibayar = Rp-

Sanksi Bunga 2% sebulan:

Perhitungan Bunga

(2% x 15 bin) x Rp 150.000.000,00 Rp 45.000.000.00
Pembayaran sanksi bunga = RBp_ 45000 000,00
Fajak dan Bunga Yang Harus Dibayar Rp O

-]

Contoh 2 ;

Waijib Pajak X, melakukan pembayaran Pajak Hotel untuk bulan
Juni 2007 dan telah menyampakan 3SPTPD sebesar
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Menurut perhitungan
Wajib Pajak, pokok pajak yang teru‘ang untuk bulan Juni 2007
sebesar 250.000.000,00 (dua ratus Ima puluh juta) dan Wajib
Pajak melakukan pembetulan SFTFD pada bulan September
2008 sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
sanksi bunga Lidak dibayar. Pelugas Pemernksa Dinas Pelayanan
Pajak melakukan pemeriksaan pajak perode Januari s.d
Desember 2007 pada bulan Oktober 2008 dengan pajak yang
terutang ditetapkan secara jabatan sosuai dengan ketentuan
perpajaxan yang berlaku, maka rmncion penerbitan SKPDKB
sebagail berikut :



Tahun

Pembayaran

Mo Paiak Masa Pajak | | BETPD | P T H;H
i ] 3 ] 5 B 7
1. | 2007 | Januan 100,000.000 | 100 000 000 ]
Pabngsa 125 D04 30 1 25000 300 [¥] e
Rt 150000000 | 150000000 o
April TS 000000 | 175 000 0o [] |
Meei Z00.000,000 | 200000000 ]
Juri FEO000.000 | J00.000.000 | S0.000.000
Jull 5000000 | 275.000.000 [1] -
Agustus 0000000 | 300.000.000 o
“Sepiember 325.000,000 | 325000000 o
o b EO000,000 | 350.000.000 o
Howember ITE000,000 | 375.000.000 [1]
Desember || ACCLODOG0N | 00000000 1]
Frmiah T JArR000.608 | NOTS.000.050 | 50000000

Perhitungan Pajak hasil pemeriksaan dalam rangka penerbitan
SKPDKB, sebagai berikut :

R

Dsad Pengenaan Pajak
Prokck Fajal Tenslang

Pambayaran Sulsran Misa

Pembetulsn SPTFD

Prokok Pajal Kursng Barar

Sarisl Adrministrani

a. Bunga Pembetulan (Pasal § west (23

2% x 18 bulan » Rp, 150000 000}
b. Kepadcan 25% dad pokok pajdk Bulks
Jurd 00T I'F'lsl'ily'll:ﬂ]l

125% x Rp 300000, 000
& Burgs (Fassl § ayal (2])

(2% = 16 bulas 3 R S0 000 D004
Total Sanksi Admsstradi (o Be £)
Pajad dies Sankal jaeg magdh hprue dbagsr

Contoh 3.
Apabila pemeriksaan dilakukan pada bulan Okiober 2008 untuk
periode Januari sid Desember 2007 dan berdasarkan data Wajib
Pajak melakukan pembelulan SPTPD untuk Juni 2007 sebesar
Rp.150.000.000 ditambah sanksi administrasi berupa bunga
sebesar Rp.45.000.000 yang dibayarkan pada bulan September
2008 {(1f bulan), maka perhitungannya sebagal bernkut :

P, 30,750,000 000,00
Fip, 3.075.000,000
Fip,2.874 000 000
Rp, 150,000,000

Rp, S 000 W)

Rp 750000 000

Bp. 16000 00

Rp. 50000008

Rp 180.000.000

Mg | Tahun | Masa Pajak Pembayaran Hal Selisih "
Pajak Monurut SPTPD | Pemeriksaan 5
1 F] 3 4 ] [ T
1. | DT | Jmnued 100.000 000 | 124000000 | ZSoooood |
Pebiuan 125000000 | 150000000 | 25.000.000 |
Marel 50000000 | 175 000000 | 25, 0oe.o0d
Apil 175000000 | T00.000.000 | 25.000.000
e 200000000 | 225 000.000 | 25.000.000
| dun TE0O00.000 | Z50.000,000 -1
Juk IT5.000.000 | 300000.000 | 25 000.000
Agusius 00,000,000 | 325000000 | 25 000000
i IS 000000 | 350000000 | 25 D00 000
250 000 DO 75000000 | 25000000
T tevemear 374 000,000 | 400000000 | 25 000 000
""" f Dasamear A00000.000 |  4eno00.000 | 20 Don o0
T AmbR 1.025000.000 | 3.300.000.000 | 275 000 000
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Perhitungan Pajak hasil pemerikzaan dalam rangka penerbitan
SKPDKB, sebagai berikut :

1. [asar Pengenaan Pajak = Fip 30000 G0 000
¢  Pokox Pajak Teruiang L Rp. 3. 300.000.000
3 Pembayaras Setsdan Maia = Rp. 7 &T3.000.000
4. Pembabdan SPTPD = Bp  150.000.000
5 Pokos Pajak Kuiang Dayar = Mg 275000 000
B  Sanksl Adminksirasi |
a. Bunga Pembetulan (Pasal b aysa (30 = Rp ]
b Kenakan 1% dad polok pajak bulan
Juri 200T (Pagsl  agat (37}
{25% x R, 2,050, 000, Do) # Ap 763.500.000
& Bungs I% (Pasal 8 myat )
{Lihat Take! Perritungan Bungal " R P00 000
Tolal Sanksi Adsnigtrasl [a+ BE £ = B 553000 Do
Faan da Sankab pang meii B b @ bayer Rp 1.128. 580000

Tabel Perhitungan Bunga

Sankai Administras] Serupa Bunga 2% sebulan |
Tahun 2007 -

Januan | 4% x 25000000 =

Pebruari | 42% x 25000000 =

Maret | 40% x25.000.000 = _ 10.000.000

Ap 38% % 25.000.000
Mei 3% 1 25.000000
Junl o ___.':H-H x 0 =
[ Juh | 3% x25.000000 = 0
Agustus | 30% x25.000000 =  7.500.000
Seplember | 20% x 25000000 =
Ohlober | 6% x25.000000 = 500000 |
November | 24% x 25,000,000
Desember | 22%x25.000000 = 6500000
Total = 60,800,000

:
:

Contoh 4.

Wajb Pajak X, melakukan pembayaran Pajak Hotel tahun 2007
dan telah menyampaikan SFTPD sebesar Rp 3.025.000.000.00
(tiga milyar dua puluh lima juta rupiah). Menurut perhitungan Wajib
Pajak, pokok pajak yang terutang intuk tahun 2007 sebesar
3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ralus juta rupiah} dan Wajib
Pajak melakukan pembetulan SPTPD pada bulan Maret 2008
sebesar  Rp 475.000.000,00 (empat ralus tujuh puluh lima juta
rupiah) dan Wajib Pajak tidak membayar sanksi administrasi
berupa bunga. Pemeriksaan dilakukan pada bulan Oklober 2009
untuk periode Januari £.d Desember 2007 ditetapkan secara
jabatan, maka rincian pembayaran pokek pajak lerutang beserta
sanksi administrasi dalam SKPDKB sebagai berikut.
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o ——

Fembayaran | Fombetulan Hasil
Mo -{,ﬁ‘: ::;: Menuaul SPTPD Pemenksad | Selish
SPTPD mmatrijadi n
1 ] a I 5 i T
i Jafiiani 100 G0 B0 128 G50 000 | 150 060000 25 000000
Pebruar 125,000,000 150,000,000 | 7S, 000 000 25, D00 DDd
Marnet 1 540, (i, G 1S 0O 000 | 300000000 25,000,000
April 175,000 000 200,000 000 | F25 000000 25, 000, 00D
o 200,000,000 2250000000 | 280,000,000 25,000,000
T ] 250,000, 000 I00000.000 | 2500000 000 50,000 000
T 275000000 | 228000000 | 340000,000 24,000,000
Agusbes 200000000 250,000,000 [ 450 000, D00 1 o0, D0, (hO
Sepiembar 500K O ITE000.000 | 425000000 £0.000,.000
Oklober | 350000 000 | ACOCO0.000 | 450 000000 #0000 D00
Hovember | 375000000 | 425000000 | 450000000 | 25000000
Dasembar A0 Q00 D00 A50 000 000 | 500,000 000 000 000
- Jumlah JOTE000.000 | J.S00.000.000 | 3975 L0000 | 475.C0000D0

Perhitungan Pajak hasil pemeriksaan dalam rangka penerbitan
SKPDKE, sebagai berikut :

1 Dasar Pengenaan Pajai = Rp, 39. 750 000,000

2 Pokok Pajai Tertang = Rp 3. 975.000,000
3  Pombayaran Setoran Masa Rp 3 025,000,000
Fl

&

Pokok Pajak Kuang Bayar Ap. 950,000 000
Sanksd Admiristrasi -
a Kenadcan 25% darl poliok pajak (Pasal § s (1)
(25% x Fp.1.575 000.000) =  Rp 550750000
b. Bunga (Pasal 8 ayal (M)
fLihat Tabel Peshitungany = Bp 168000000
Total Sanicsl Adminsiras) (&= b} = B 1 161,750 000
Pajak damn Sanksi yang masih harnes dibayar = Bp 2111750000
Fembayaran karena Pembelulan SPTRD = g, 475000 000
Fajak dan Sankai yang Magih Harug Shayar = o TRIE. T EO. 000
Tabel Perhitungan Bunga
Sanksi Administrasi Berupa Bunga 2% sebulan |
Tahun 2007
____HL ._"';.._""_1 25000000 = 12000000
___FEE{';_” A6% x 5000000 = 19 SDO0OD
Maret u_'.-a_:_:y..m.m s 19000000
Sl 42% x FSOODOOD = 10 500000
Rl -lI:r':i_: 25000000 = 10.000.000
Juam 5% 50000000 = 10000000
Juli 6% x 25000000 = B.Wﬂ.ﬂ;l:l
Agusius 4% w 1000000000 = 34.000.000
Septamber | 32% x 500000000 2= 15 00000
Oefober 3% x snmEn = 5 000.000
B Foavembsar 28%x 25000000 = 7000000
Desombaor B x S0.000.000 = 13.000.000
Tadtal = 168 000.000
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Pasal &

Pasal ini mengatur tentang penerbitan sural keletapan pajak atas pajak yang

dibayar sendiri (sistem self assessment). Penerbiten sural ketetapan pajak

ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh kelidakbenaran

dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak

dilaporkan oleh Waijib Pajak.

Ayat (1)
Ketentuan ayat ini memberi kewenangan Kepada Gubermur dalam hal
ini Kepala Dinas Pelayanan Pajak untuk dapat menérbitkan SKPDKB,
SKPDKBT atau SKPDN hanya lerhadap kasus-kasus tertentu sepert
tersebut dalam ayat im, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib
Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan
tidak mamenuhi kewajiban formal dan/atau Sawajiban material.

Contoh

1. Secrang Wajib Pajak tidak menyampakan Surat Pemberitahuan
Pajak Daerah pada masa pajak terfentu, misalnya pada salah satu
masa pajak atau lebih dalam tahun pajak 2007. Setelah ditegur
dalam jangka wakiu tenenlu juga belum menyampaikan Surat
FPembertahuan Pajak Daerah maka dalam jangka wakiu paling
lama 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak Gubernur dalam
hal im Kepala Dinas Pelayanan Pajak dapatl menarbitkan SKPDKB
alas pajak yang terutang.

2. Seorang Wajib Pajak telah menyampaikan SPTPD pada tahun
pajak 2007. Dalam jangka wakiu paing lama 5 (lima) tahun,
ternyata dari hasil pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak
benar, maka alas pajak yang terulang kurang bayar tersebut,
Kepala Dinas Pelayanan Pajak dapat menerbitkan SKPDKB
ditambah dengan sanksi adminstrasi.

3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh 2 yang lelah
diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka wakiu paling lama 5
(lima) tahun sesudah pajak yang terulang ditemukan data baru dan
atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah
pajak yang terutang lebih besar, maka Gubernur dalam hal ini
Kepala Dinas Pelayanan Pajak dapat menerbitkan SKPDKBT.

4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata jumlah pajak
yang terutang sama besarmya dengan jumlah kredit pajak atau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, maka Gubernur
dalam hal ini Kepala Dinas Pelayanan Fajak dapal menerbitkan
SKPDMN.



Huruf a

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Yang dimaksud dengan kalimat “SPTPD tidak
disampaikan® adalah SPTPD lidak disampaikan dalam
batas wakiu yang ditenlukan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayal (2) dan telah ditegur secara terfulis.

Angka 3

- Yang dimaksud “kewajiban mengisi SPTPD tidak
dipenuhi” dapat terjadi dua kemungkinan:

Pertama, SPTPD sama sekali tidak disampaikan,
setelah diberikan surat teguran sekurang-
kurangnya 3 (liga) kali;

Kedua, SPTPD disampaikan tetapi disi tidak benar /
idak lengkap, sehingga tidak diketahui
jumlah pajak terutang yang sebenarnya

- Yang dimaksud dengan SPTPD disampaikan tetapi
isinya tidak benar adalah data transaksi yang menjadi
dasar penghilungan pajak yang terutang  dalam
SPTPD tidak benar.

- Yang dimaksud dengan SFTPD disampaikan tetapi diisi
tidak lengkap adalah isian SPTPD diisi tidak lengkap
sehingga tidak diketahui jumlah pajak terutang yang
sebenarmya danfalau tidak melampirkan dokumen yang
menjadi dasar perhitungan pajak terutang.

- Yang dimaksud dengan penetapan pajak secara jabatan
adalah penslapan besarmya pajak lerulang yang
dilakukan ocleh Gubemur alau pejabat yang ditunjuk
berdasarkan dala yang ada atau keterangan lain yang
dimiliki oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Ayat (2)
Ayat ini mengalur sanksi terhadap Wajib FPajak yang tidak
menyampaikan SPTPD dalam batas wakiu yang ditentukan yaitu
mengenakan sanksi adminisirasi berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan dari pajak yang lidak atau terlambat dibayar untuk
jangka waklu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang
tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administras: berupa bunga
dihitung sejak saal terutangnya pajak sampal dengan diterbitkannya
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB}.
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Contoh :

Waijib Pajak tidak menyampaikan SPTPD untuk masa pajak Januari
s.d Maret tahun 2010, dan selelah ditequr secara tertulis Wajib Pajak
tidak juga menyampaikan SPTPD.

Dalam kasus ini Wajib Pajak dapat dilakukan pemenksaan terhadap
SPTPD Januan s/d Maret 2010. Pemenksaan untuk penode tersebut
menyangkut jumlah pajak terutang yang senarusnya berikut sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persren) sebulan dan
pemeriksaan tersebut tidak hanya terhadap jumlah yang telah dibayar
pada pericde tersebut. Kepada Wajib P33k ditetapkan pajak yang
terutang dan diterbitkan SKPDKEB pada bulan Apnil 2010 (3 bulan).

Conteh :

Pemeriksaan dilakukan pada bulan Aprd 2010 dan SKPDEKB
diterbitkan pada bulan Mei 2010,

Dasar Pengenaan Pajak Hasil Pemernksaan Ep 1.500.000.000,00

a. Pokok Pajak yg lerutang = 150.000.000,00
b. Pembayaran Masa Jan-Mar 2010 = 100.000.000,00 -
¢. Pokok Pajak Kurang Bayar =  50.000.000,00

Sanksi Administrasi:
d. Bunga 2% (Pasal 9 ayat (2)) B

- Januari : 2%x4binx Rp 50.000.000,00 = 4,000.000,00

- Pebruan : 2%x3binx Rp 50.000.000,00 = 3.000.000,00

- Maret : 2%x2binx Rp 50.000.000,00 = 2.000.000.00
&. Pajak dan Sanksi Administrasi

Yang masih Harus Dibayar (c + d) = 59.000.000,00

Ayat (3)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban mengisi STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, yaitu Wajb
Pajak sama sekali tidak menyampaikan SFTFD atau menyampaikan
SPTPD tetapi disi bdak benarfidak lengkap, maka dikenakan sanksi
administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima
persen) dari pokok pajak yang terutang.

Dalam kasus ini, maka Gubemur atau pejabat yvang ditunjuk
menetapkan pajak yang lerulang secara jabalan melalui penerbitan
SKPDKB. Selain sanksi adminisirasi berupa kenaikan sebesar 25%
{(dua puluh lma persen) dari pokok pajak yang lerutang juga
dikenakan sanksi administrasi  berupa bunga 2% (dua persen)
sebulan, yang dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar
uniuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empal) bulan. Sanksi
administrasi berupa bunga dihitung seak saat terutangnya pajak
sampal dengan diterbitkannya SKPDKB.
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Contoh :

Pemeriksaan dilakukan pada bulan April 2010 untuk masa pajak periode
Januan 3.d Desember 2008, dengan hasil pemeriksaan sebagai benkul ;
Dasar Pengeraan Pajak dari hasil pemenksaan = 25 000.000.000.00

a. Pokok pajakyg terutang = 2.500.000.000,00
b. Pembayaran masa Jan s.d Des 2008 = 2.000.000.000,00
c. Pokok Pajak kurang bayar = 500.000.000,00
d. Sanksi adminsitrasi :
- kenaikan
(25% x Rp.2.500.000.000) = §25.000.000,00
- Bunga 2% sebulan
(Lihat Tabel) = 139.,600.000,00
e, Pajak dan Sanksi Administrasi
Yang masih Harus Dibayar (c+d) = 1.264.600.000,00
Tabel Perhitungan Bunga
Sarksi Administrasi Berupa Bunga 2% sebulan
Tahun 2008 Tabun 2009 |

Jan | 48% x 20000000 = 9.500.000 | Jan | 24% x 30.000.000 = 7 300,000
48% x 20000000 = S200000 | pep | 22% x 30.000.000= &.500.000
44% » 20000000 = 5.O00.000 | gy | 20% x 30.000.000 = 6.000.000
42% % 2000001000 = BADOD00 | Ape | 18% x 30.000000 = 5400000
A0% x 20.000.000 = 3000000 | e | 16% x 20000000 = 4800000
5% x 20000000 = 7600000 | jpyni | 4% x 10.000.000= 1,400,000 |
36% x 20.000.000 = T200000 | ai | 12% x 10.000.000 = 1.200.000
3% x 20.000.000 = 6800000 | aqe | 10% x 10.000.000 = 1.000.000 |
Sept | 92% x 30.000.000 = D.E00.000 | Sept | % x 10.000000= BODOGO |

Okt | 30% x 30000000 = 5000000 | Okl | 6% x 10.000.000= 600000

i

Hop 28% x 30,000,000 = B 4000000 Mop _'1-'.'5 o TELOOCLED = 400,000

=

Do 26% x 30,000,000 = 7 800,000 | Bes &% x10.000.000 =  I00.000
Total 130600000

A HEEE

Ayat (4)

Dalam hal Wajib Pajak fidak memenuhi kewajiban perpajakannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan
ditemukannya data baru danfatau data yang semula belum terungkap
{Novum) dan berdasarkan hasil pemeriksaan, pajak yang terutang
berambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi
berupa kenaikan 100% (seratus persen) dar jumilah kekurangan
pajak.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.



Pasal 11
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Ayat (1)

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah dokumen
vang dipergunakan dan berfungsi dan berkekuatan hukum sama
dengan SKPD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pasal 12

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Besamya bunga atas keterlambatan pembayaran ditetapkan sebesar
2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan STPD yang dihitung
sejak berakhimya jatuh tempo pembayaran sampai dengan
diterbitkan STFD.

Contoh :

Wajib Pajak melakukan pembayaran unluk masa bulan Agusius 2009
dan dibayar pada bulan November 2009, maka atas keterlambatan
tersebut dikenakan bunga 2% (dua persen) dan ditagih dengan S5TFD
sebagai berikut :

Misal :

Pajak terutang uniuk masa pajak bulan 'Aguslu'; sebesar Rp.
5.000.000,00 (ima juta rupiah), maka bunga keterlambatan sebagai
berikut:

Pembayaran masa Agusius 2008 = Rp.5.000.000,00
Bunga 2% x 2 bulan x Rp.5.000.000,00 = REp, 20000000

Jumlah pembayaran = Rp.5.200.000,00



Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Bank Garansi, adalah suatu perjanjian
penanggungan atau borgtochf dimana bank yang menjadi pihak ketiga
(penanggung, guaranior, borg) bersedia bertindak sebagai penanggung
bagr nasabahnya yang menjadi debitur dalam mengadakan suatuw
parjanjian {pokok) dengan pihak lain sebagai kreditur,
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
FPengangsuran atau Penundaan pembayaran pajak dapat
dipertimbangkan berdasarkan kesulitan likuiditas yvang dialami Wajib
Pajak (Wajib Pajak harus membuktikan kesulitan tersebut, dengan
bukti pendukung antara lain; laporan keuangan {oleh akuntan publik
atau intarnal), pembukuan atau catatan lainnya yang dapat diterima
kewajarannya dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
Contoh :

Apabila pajak terutang dalam SKFPDKE sebesar Rp100.000.000,00
{seralus juta rupiah), berdasarkan Surat Kepulusan Pejabat yang
berwenang, lelah disetujui pembayaran angsuran sebanyak 4 (empat)
kali selama 4 (empat) bulan berturut-turut, dengan angsuran pertama
jatuh tempo pembayaran tanggal 1 Juni 2010, dengan besar
angsuran yang sama, maka penghitungan besarnya angsuran
ditambah bunga sebagai berkut.

& e
Tahapan | LhangPah | Asgueae | Bengp | Jesbhlagoenn | onnnn,
; ® Ll #
{n 3] R " oo 1]
ron- | IO | FE000000 | 7000000 7 000,000 el |
pe. 2 PO ] EO00000 | 1503000 26,500,000 Elre i
ke 1 sapoao00 | 25,000,000 | 1,000,000 2,000,000 ol
- SN0 L0000 | 000 5,500 00 L




-B5 .

Jika pembayaran dilakukan lewal jawh tempo angsuran yang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud d atas, dikenakan bunga
keterlambatan 2% (dua persen) sebulan.
Terhadap bunga keterlambatan pembayaran angsuran lidak dapat
dimohonkan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Ayat ini mengatur pangenaan buniga atas pajak yang lidak atau kurang
dibayar pada saat jatuh tempo pambayaran atau lerlambat dibayar.
Contoh ;
Wajib Pajak melakukan pembayaran unluk masa bulan Seplember
2009 dan dibayar pada tanggal 20 Desember 2009 sebesar Rp.
7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), maka alas keterlambatan tersebut
dikenakan bunga 2%(dua persen) setiap bulan dan dilagih dengan
STPD sebagai berikut
Pembayaran masa September 2009 = Rp.7.000.000.00
Bunga 2% x 3 bulan x Rp.7.000.000,00 = Rp._ 420.000,00
Jumlah pembayaran = Rp.7.420.000,00

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas,
Huruf d
Yang dimaksud dengan jangka wakiu pelunasan utang pajak

adalah tanmggal jatuh tempo pembayaran yang lercantum dalam
surat teguran atau surat peringatan.



Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayal (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan surat perintah penagihan seketika dan
sekaligus adalah surat yang diterbitkan cleh Kepala Dinas Pelayanan
Pajak atau Pejabat yang ditunjuk, yang memerintahkan Jurusita Pajak
Daerah untuk melakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus.
Ayal (4)
Cukup jelas.
Fasal 19
Avat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “di tempat lain yang memungkinkan®
antara lain; kantor kelurahan satempat.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “maupun di tempal lain  yang
dimungkinkan® adalah kantor pemerintahan kelurahan setempat.
Huruf b
Cukup jelas.
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Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (B)
Cukup jelas,
Ayat (T)
Cukup jelas.
Ayal (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas,
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas,
Pasal 21
Avat (1)
Jangka waktu 3 x 24 (tiga kall dua puluh empat) jam dimaksudkan
untuk memben kesempatan kepada Penanggung Pajak melunasi utang
pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Paksa yang bersangkutan.
Ayat (2}
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Kehadiran para saksi dimaksudkan .nluk meyakinkan bahwa
pelaksanaan penyitaan dilaksanakan sa2suai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Ayat (3) _
Berita Acara Pelaksanaan Sita merupakan pemberitahuan kepada
Fenanggung Pajak dan masyarakat bahwa penguasaan barang
Penanggung Pajak telah berpindah dari Penanggung Pajak kepada
Pejabat. Qleh karena itu, dalam setiap penyitaan, Juru Sita Pajak
Daerah harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita secara jelas
dan lengkap yang sekurang-kurangnya memuat har dan tanggal,
nomor, nama Jurusita Pajak Daerah, nama Fenanggung Pajak, nama
dan jenis barang yang disita, dan tempat penyitaan.



Pasal 23
Ayat

(1

- Yang dimaksud dengan tujuan penyitaan adalah memperoleh
jaminan pelunasan utang pajak dari Penanggung Pajak. Oleh
karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang
Penanggung Pajak, baik yang berada di lempat tinggal, tempat
usaha, tempat kedudukan Penanggung Pajak, atau di tempat lain
maupun yang penguasaannya berada di tangan pihak lain.

- Pada dasarmya penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan
barang bergerak, namun dalam keadaan tertentu penyitaan dapat
dilaksanakan langsung flerhadap barang lidak bergerak tanpa
melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak. Keadaan
tertentu, misalnya, Juru Sita Pajak Daerah tidak menjumpai barang
bergerak yang dapal dijadikan objek sita, atau barang bergerak
yang dijumpainya tidak mempunyai nilai, atau harganya lidak
memadai jika dibandingkan dengan utang pajaknya.

-  Pengertian kepemilkan atas tanah meliputi, antara lain, hak milik,

hak pakai, hak guna bangunan, dan hak guna usaha.
Yang dimaksud dengan penguasaan berada di tangan pihak lain,
misalnya, disewakan atau dipinjamkan, sedangkan yang dimaksud
dengan dibebani dengan hak tanggungan sebagal jaminan
pelunasan utang tertentu, misalnya, barang yang cihipotekkan,
digadaikan, atau diagunkan.

Ayal (2)

Hada dasarnya penyitaan terhadap badan dilakukan terhadap barang
milik perusahaan. Namun apabila nilai barang tersebut tidak
mencukupi alau barang milik perusahaan lidak dapat ditemukan atau
karena kesulitan dalam melaksanakan penyilaan terhadap barang milik
perusahaan tidak mencukupi, maka penyitaan dapat dilakukan
terhadap barang-barang millk pengurus, kepala perwakilan, kepala
cabang, penanggung jawab, p'emﬂﬂ-: modal atau ketua untuk yayasan.

Ayat (3)

- Dalam memperkirakan nilai barang yang disita, Juru Sita Pajak
Daerah harus memperhatikan jumlah dan jenis barang berdasarkan
harga wajar sehingga Juru Sita Pajak Daerah fidak dapat
melakukan penyitaan secara berlebihan. Dalam hal tertentu Juru
Sita Pajak Daerah dimungkinkan unfuk meminta bantuan Jasa
Penilai.

- Yang dimaksud dengan biaya penagihan pajak adalah biaya
pelaksanaan Suralt Paksa, Swurat Pernntah Melaksanakan
Fenyitaar, Pengumuman Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya
sehubungan dengan penagihan pajak.
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Ayal (4)

FPasal 24

Cukup jelas.

Ketentuan ini dimaksudkan agar Jurusita Pajak Daerah dapat melaksanakan
penyitaan lerhadap barang milk Penanggung Pajak yang ditemukan atau
diketahui kemudian apabila nilai barang yang telah disita terdahulu tidak
cukup uniuk membayar ulang pajak dan biaya penagihan pajak. Dengan
demikian, penyitaan dapat dilaksanakan lebih dan salu kali sampai dengan
jumlah yang cukup untuk melunasi utang pajak den biaya penagihan baik
sebelum lelang maupun selelah lelang dilaksanaban.

FPasal 25

Ayat (1)

Sekalipun penanggung pajak telah melunasi hutang pajak tetapi belum
melunasi biaya penagihan pajak, penjualan secara lelang terhadap
barang yang telah disita telap dapat dilaksanakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Pemindahbukuan objek sita yang tersimpan di bank berupa
deposilo berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, ataw
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan
dengan mengacu kepada ketentuan mengenai rahasia bank
sesuai dengan peraturan perundang-sndangan.

Huruf c
Cukup jelas,

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf &
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas

Ayat (1)

Ketentuan imi dimaksudkan unfuk memberi kesempatan kepada
penanggung pajak melunasi hutang pajaknya sebelum pelelangan
terhadap barang vang disita dilaksanakan. Sesuai dengan ketentuan
dalam peraturan lelang setiap penjualan socara lelang harus didahului
dengan Pengumuman Lafang.
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Dalam hal barang tidak bergerak yang akan dilelang bersama-sama
barang bergerak, pengumuman lalang dilakukan dua kali untuk barang
tidak bergerak, satu kali bersama-sama barang bergerak pada
pengumuman pertama, sehingga penjualan barang bergerak dapat
didahulukan.

Ayat (4)
Pengertian tidak harus dumumkan melalui media massa misalnya
dengan selebaran atau pengumuman yang ditempelkan di lempat
umum, misalnya di Kantor Kelurahan atau di papan pengumuman
kantor pejabat.

Pasal 27

Ayat (1)
Mengingat bahwa lelang merupakan tindak lanjut eksekusi dan Surat
Paksa yang kedudukannya sama dengan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sekalipun Wajib Pajak
mengajukan keberatan dan belum memperoleh keputusan, lelang
tetap dapat dilaksanakan,

Ayal (2)
Karena penguasaan barang yang disila telah berpindah dari
Penanggung Pajak kepada pejabal maka pejabat yang bersangkutan
mempunyai weweanang untuk menjual barang yang disita dimaksud.
Mengingatl Fenanggung Pajak yang memiliki barang yang disita telah
diberitahukan bahwa barang yang disita akan dijual secara lelang
pada wakiu yang telah dilentukan, lelang tetap dapat dilaksanaxan
walaupun tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.

Ayat (3)
Pada dasarnya lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak
telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
Mamun, dalam hal terdapat putusan pengadilan yang mengabulkan
gugatan pihak kefiga atas kepemilikan barang yang disita, atau
putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan gugatan Penanggung
Pajak atas pelaksanaan penagihan pajak, atau barang silaan yang
akan dilelang musnah karena lerbakar atau bencana alam, lelang
tetap tidak dilaksanakan walaupun utang pajak dan biaya penagihan
pajak belum dilunasi.
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Pasal 28
Ayat (1)

Yang dimaksud hak mendahulu untuk tagihan pajak adalah Hak yang

dimilikxi pemerintah daerah mendahului segala hak lainnya atas

barang-barang milik penanggung pajak, baik yang akan dijual, di

hipotikan, di jaminkan, di gadaikan atau di agunkan atau dibebani hak

tanggungan lainnya sebagai pelunasan ftagihan pajak, kecuali

terhadap:

b. biaya perkara semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk
melelang barang bergerak atau barang tidak bergerak;,

c. biaya yang telah dikeluarkan unluk menyelamatkan barang
dimaksud;

d. biaya perkara yang semata-mala disebabkan pelelangan dan
penyalesaian okth sualu warisan.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas,
Huruf d
Hak lain yang ditetapkan oleh Gubermur setelah dikoordinasikan
dengan Kementerian Keuangan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (3}

Yang dimaksud dengan jangka wakiu penambahan penundaan
pembayaran, apabila permchonan penundaan pembayaran
dikabulkan,

Pasal 29
Ayat (1)
Saat kedaluwarsa penagihan pajak ini perlu dietapkan untuk memberi
kepastian hukum kapan ulang pajak tersebul tidak dapat ditagih lagi.
Ayat (2)
Huruf a
Dalam hal diterbitkan Sural teguran dan Swrat Paksa, kedaluwarsa
penagihan dibitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
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Huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang pajak secara langsung

adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih

mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah

Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung

adalah Wajb Pajak tidak secara nyata-nyala langsung menyatakan

bahwa Ia mengakui mempunyai utang pajak kepada Pemernintah

Daerah.

contoh

- Wajib Pajak mengajukan permohonan  angsuran/
penundaan pambayaran;
- Waijib Pajak mengajukan permohonan keberatan
- Waijib Pajak mengajukan permohonan penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi..
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Fasal 31
Ayal (1)

- Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat
ketelapan pajak dan pemungutan lidak sebagaimana meslinya,
maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur
atau pejabat yang ditunjuknya.

- Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi alau isi dan
ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya
dibayar menurut parhitungan Wajib Pajak.

- Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak, satu surat
ketetapan pajak dalam satu tahun pajak atau bagian dari satu
tahun pajak.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas,
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Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (2)
Alasan-alasan yang jelas di sini adalah mengemukakan dengan data
atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang yang ditetapkan oleh
petugas pajak (fiskus) tidak benar.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan haaqaan di luar kekuasannya adalah suatu
keadaan yang terjadi “di luar kehendak/kekuasaan Wajib Fajak,
misalnya, karena Wajib Pajak sakit atau terkena musibah bencana
alam/xeadaan kahar.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan yang mengakibatkan
tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga bdak
dipertimbangkan, permohonan keberatan beserta lampirannya
dikembalikan kepada Wajib Pajak.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayal (7)
Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksud agar Wajib Pajak
tidak menghindar dari kewajiban untuk membayar pajak yang telah
ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan, sehingga dapat
dicegah terganggunya penerimaan Daerah,

Pasal 32

Ayat (1)
Ayat ini membenkan kepastian hukum kepada Wajib Pajak maupun
fiskus dan dalam rangka tertib administras:, oleh karena itu keberatan
vang diajukan ckeh Wajib Pajak harus diber keputusan oleh Gubernur
dalam jangka wakiu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Surat
Keberatan diterima.

Ayat (2)
Cukup jelas.



Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Gubermur atau pejabat yang ditunjuk sebelum memberikan keputusan
dalam hal kelebihan pembayaran pajak harus melakukan
pemeriksaan terlebih dahulu, kecuali pengembalian kelebihan

pembayaran berdasarkan putusan banding dan surat kepulusan
keberatan,

Ayal (4)
Cukup jelas.
Aval (5)
Cukup jelas.
Ayat ()
Cukup jelas.
Ayat (7)
Basarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan

pembayaran pajak dihitung dari batas wakiu 2 bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB sampai dengan saat dilakukannya

pembayaran kelebihan.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
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Huruf a

Yang dimaksud dengan “khilaf® adalah tidak sadar atau lupa
atau pada kondisi tertentu sult untuk menentukan pilihan
dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Yang dimaksud dengan "bukan kesalahannya® adalah sanksi
adminisirasi dikenakan bukan disebabkan cleh kesalahan wajib
pajak tetapi oleh sebab lain diluar kekuasaan wajib pajak
seperti kesalahan administrasi oleh fiskus, atau keadaan
lainnya.

Huruf B

Gubernur karena jabatannya dan berdandasan unsur keadilan
dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang
tidak benar misalnya Wajib Pajak yarg ditolak pengajuan
pengurangannya karena tidak memernuhi persyaratan formal
(memasukkan surat permohonan pengurangan fidak pada
waktunya ) meskipun persyaratan mid zrial terpenuhi.

Huiruf &

Cukup jelas

Huruf d

Ayat (3)

Kriteria ‘kemampuan membayar® Wajib Pajak diantaranya

berupa kesulitan kkuiditas yang pembuktiannya diantaranya

a. badan berupa ; laporan keuangan yang telah di audit akuntan
publik atau internal audit yang dapat diterima kewajarannya.

b. orang pribadi; hasil pemeriksaan pajak dan/alau permohonan
angsuran dan penundaan peémbayaran danfatau  atau
"kondisi terlentu® objek pajak berupa mengalami “force
majeure” berupa bencana alam danfatau hilang dan/atau
terbakar,

Cukup jelas

Pasal 38
Ayal (1)

Yang dimaksud dengan pencatatan adalah pembukuan dalam bentuk
sederhana dan dapat menyajikan kelerangan yang cukup untuk
menghitung harga perolehan, atau harga penggantian Yang
digunakan sebagai dasar penghitungan pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas



Pasal 39
Ayat (1)
Gubernur atau pejabat yang ditunjuknya dalam rangka pengawasan
berwenang melaksanakan pemeriksaan untuk :
a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah.
b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraluran perpajakan
Daerah
Ayat (2)
Apabila Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya yang
berkaitan dengan pemerksaan pajak maka dikenakan penetapan
secara jabatan berdasarkan dala yang dimiliki Gubernur atau Kantor
Dinas Felayanan Pajak.
Huruf a
Apabila dalam mempedihatkan danfalae meminjamkan buku
atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya termasuk dalam
hal i menyajikan danfatay mengungkapkan pembukuan,
pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib
Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka
kewajiban untuk merahasiakan iu ditiadakan oleh permintazn
untuk keperluan pemenksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1).
Huruf b
Termasuk memberikan kesempatan kepada pelugas unluk
melakukan pemenksaan kas (kas opname) atau uji petk,
Huruf ¢
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas
Fasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Permohonan penghapusan piutang pajak kepada Kepala Dinas
Pelayanan Pajak menjelaskan alasan-alasan penghapusan dan
upaya-upaya yang telah dilakukan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
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Pasal 41
Ayat (1)
Yang dimaksud daftar pwtang pajak yang akan dihapuskan adalah
apabila suatu piutang pajak yang nyata-nyata sulit atau tidak mungkin
ditagih, tetapi masih belum melampaui masa kedaluwarsa maka
piutang tersebut dimasukkan ke dalam daftar piutang pajak sampai
terpenuhinya masa kedaluwarsa.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Conftoh :
Wajib Pajak tidak diketemukan karena pindah tempat usaha dan
idak jelas data alamatnya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 42
Ayat (1)

Pengurangan yang dapat diberikan adalah merupakan pengurangan pokok
pajak yang merupakan perkalian antara tarf pajak dengan dasar
pengenaan pajak.
Fengurangan pokok pajak dalam pasal ini diberikan oleh Gubernur
berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima, diantaranya contch
sebagal benkut.
Contoh :
Pemberian pengurangan bagi kepentingan sosial dan keagamaan yang
tidak bersifat komersial atau dakam rangka kepentingan daerah.
Avyat (2)
Cukup jelas
Pasal 43
Ayat (1)
Keringanan diberikan pada dasar pengenaan pajak yang akan
digunakan unuk menghitung besarnya pokok pajak.
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Wajib Pajak yang telah mendapat putusan pemberian keringanan
dasar pengenaan pajak untuk suatu ketetapan pajak, tidak dapat
mangajukan permohonan untuk mendapatkan pengurangan pokok
pajak untuk ketetapan yang sama atau sebaliknya.

Ayat (2)

Pasal 44

Yang dimaksud dengan keadaan ferentu adalah  kondisi
perekonomian sedang resesi dan bencana alam.

Ayat (1)

Yang dimaksud pembebasan pajak berdasarkan azas keadilan adalah

ditujukan bagi Wajib Pajak golongan ekonomi lemah atau lembaga-

lembaga internasional tertentu yang melakukan kegiatan sosial
kemasyarakatan di Indonesia dan memperoleh fasilitas pembebasan
pajak dan Pemerintah

Contoh
Azas keadilan kepada ekonomi lemah yaitu terhadap Wajib
Pajak Restoran yang beromzet di bawah 60 juta pernahun
dibebaskan dari pengenaan pajak.

- Yang dimaksud dengan pembebasan pajak berdasarkan azas
timbal balik adalah perlakuan yang sama berdasarkan Konvensi
Wina Tahun 1561,

Contoh :
Fembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balk Mama
Kendaraan Barmotor kepada Korps Diplomatik.

Ayat (2)

Pasal 45

Cukup jalas

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Paszal 47

Ayat (1)

Setiap pejabat baik patugas pajak maupun mereka yang melakukan
tugas di bidang perpajakan Daerah dilarang mengungkapkan
kerahasiaan Wajib Pajak vang menyangkul masalah perpajakan
Daerah. Masalah kerahasiaan tersebut perlu mendapat perlindungan
uniuk mencegah disalahgunakannya bahan keterangan Wajib Pajak
dalam usaha persaingan dagang alau mengungkapkan keadaan asalk
usul kekayaan dari Wajib Pajak yang dapat dikategorikan sebagai
rahasia pribadi berdasarkan asas hukum pajak.
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Ayat (2}
Yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain ahli bahasa. akuntan,
pengacara dan sebagainya yang ditunjuk oleh Gubernur unlbuk
membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan Daerah, adalah
sama dengan petugas pajak vyang ddarang pula  untuk
mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)

Ayat (3)
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (4)
Untuk kepentingan Daerah, misalnya dalam rangka penyidikan,
penuntutan atau dalam rangka mengadakan kerja sama dengan
instansi lainnya, keterangan atau bukti tertulis dan atau tentang Wajib
Pajak dapal diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang
ditunjuk oleh Gubernur,
Dalam surat izin yang diterbitkan Gubernur harus dicanturmkan nama
Wajib FPajak, nama pihak yang dilunjuk dan nama pejabat atau ahli
atau tenaga ahli yang dizinkan untuk memoerikan keterangan atau
memperlihatkan  bukh lerlulis dan  atas tentang Wajib Pajak
Femberian izin tersebut dilakukan secara terlxatas dalam hal-hal yang
dipandang perlu oleh Gubarnur.

Ayal (5}
Untuk melaksanakan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam
perkara pidana atau perdala yang berhubungan dengan masalah
perpajakan Daerah, dan untuk kepentingan peradilan, Gubernur
memberikan pengecualian alas kewajiban kerahasiaan kepada
pejabat pajak dan tenaga ahli, atas permintaan tertulis Hakim Ketua
Sidang.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)
Informasi, data. Laporan dan pengaduan yang diterima cleh Gubernur
atau pejabat yang ditunjuk, dikembangkan dan dianalisis melalui
kegiatan intelejen atau pengamatan yang hasilnya ditindaklanjuti
dengan pemeriksaan, pemeriksaan bukli permulaan atau tidak
ditindaklanjuti.
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Ayat (2Z)
Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang
dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat
daripada alpa, mengingal pantingnya penarimaan pajak bagi daerah.
Fasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Ayat (1)

Untuk kepentingan penarimaan daerah, alas perminlaan Gubermur,

Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana

perpajakan sepanjang perkara tindak pidana tersebut belum

dilimpahkan ke Pengadilan.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 51
Ayat (1)

- Pada dasamya sanksi pidana merupakan alternatif solusi
pemungutan pajak. adanya sanksi pidana, diharapkan limbulnya
kesadaran Wajib Pajak untuk memeanuhi kewajibannya.

- Yang dimaksud kealpaan berarti idak sengaja, lalai, tidak hati-hati,
atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan
lersebut menimbulkan kerugian keuangan Daerah.

Ayat (2)
Perbuatan alau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang
dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat
daripada alpa, mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi Daerah.
Fasal 52
Ketentuan ini dimaksudkan guna membernkan suatu kepastian hukum bagi
Wajib Pajak, Penuntut Umum, dan Hakim.
Pasal 53
Ayat (1)

Ketentuan Inl uniuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai

perpajakan Daerah tidak akan diberitahukan kepada pihak lain, juga

agar supaya Waijib Pajak dalam membenkan data dan kelerangan
kepada pejabal mengenai perpajakan Daerah bdak ragu-ragu.
Ayat (2)

Perouatan atau tindakan sepagaimana dimaksud pada ayat mi yang

dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat.
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Ayat (3)
Tuntutan pidana pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai sifatnya adalah
me_nj.rangl-:ul kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib
Fajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.
Ayat (4)
Cukup jelas,
Fasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
FPasal 58
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
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